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TENTANG

SELEKSI TERBUKA

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) MADYA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2023

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2023, sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan memperhatikan Instruksi Presiden
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pada
Kementerian/Lembaga serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 15
Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di
Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini kami mengundang para Pegawai Negeri Sipil serta
Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
(POLRI) yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan

ketentuan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagai berikut :

JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
NO NAMA JABATAN ESELON

1. | Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial 1/a
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan

I/a

i Penanggulangan Bencana *)

3. | Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda I/a
4. | Staf Ahli Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan I/b
5. | Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kemaritiman 1/b

Nama Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang bertanda *) dapat diisi dari kalangan PNS serta Prajurit Tentara
Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Persyaratan Pelamaran Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
A. Bagi Calon Pelamar dari kalangan Pegawai Negeri Sipil
1. Diutamakan berijasah doktoral (S3) untuk Jabatan Deputi dan Berijasah minimal Pasca

Sarjana (S2) untuk Jabatan Staf Ahli, dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang
Lembaga dan/atau program studinya diutamakan terakreditasi A atau unggul, atau
lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang ijazahnya telah mendapat penetapan







